
I / f I \ I I I I 
• 

l 

' 
I 

. 

t I 

' y t 
$ t 

. I 
l r 

E /  t ;  t  l  . I t ¢  % t  l  I  I  
-  

.  3  

,  .....  

PERMASALAHAN PELAKSANAN EKSPOR IMPOR 

NON MIGAS PADA PT. EMKL WAHYU MANDIRI SEMARANG 

DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 

• I • 

1 

S K R I P S I  

Dia_jukao Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan 
Memperoleh Gelar Sariana Strata I (SI) 

Ilmu Hukum 

0 !  6  

\  .  
4  '  

f  

'  4  
/ U N G  

.)  

.'  

•  1  

• 
·,  "  J  

I € 5,  
s  4  

i i  

.  ;  

A(' NG 
u  

h  

4 «  

"  

l  

•  
-;;  

I  

Disusuo olcb : 

J . i <  ·< t SUNARYO 

' .  
NIM : 03.99.5066 

• 

i i \  i  · «; L  AS I s l  \ 6  , ' H  1  A  IN A G ( N G  
\.  .  

I  ' \  S I  1  AS I S L . A  f  s l  !  !  A N  A G U  N G  
t  

.  .  �  

1  
.  

•  \  .  

F A K U L T A S  H U K U M  A G U N G  

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 
A ( l  

1'  .  
l  S E M A R A N G  £ w 4  

'  
2 0 0 4  

N G  I  \  4  r t  I  A S  l  
s, ( i ' A N  A t  

•  ! %  

f A 5  I s l  ! 4  ;  
i  

A  1  U ' <  
i t  !  !  4  t  G  .  4  



HALAMAN PENGESAHAN 

i 

PERMASALAHAN PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR 

NON MIGAS PADA PT. EMKL WAHYU MANDIRI SEMARANG 
I 

DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 

Dipersiapkan dan disusun oleh : 

Sunaryo 

03.99.5066 

telah dipertahankan didepan Tim Penguji 

pada tanggal 21  September 2004 

dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus 

Tim Penguji 

Ketua 

( 
Maryanto, S . 

Ariyani Witas~ri, SH., 

Mengetahui 
Dekan 

H. Gunarto, SH., SE., Akt., MHum 

11 



S K R I P S I  

P E R MA S A L AHA N  PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR 
I • 

NON MIGAS PADA PT. EMKL WAHYU MANDIRI SEMARANG 

DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 

Yang diajukan oleh : 

SUNARYO 

03.99.5066 

iui oleh; 

Doy imbing, 

I 
.,,----· 

.. • • · · · · · • < ....-->  
_ . . %. . "  

ul Chalim, SH. Drs. Munsharif 

Tanggal, /@September 2004 

111 



MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO: 

" Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu ". 

(AI-Baqarah : 183). 

"Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan .sombong, karena 

sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu 

tidak akan sampai setinggi gunung". 

(Al-Israa': 37) 

Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

❖ Ayah dan Ibu tercinta 

❖ Saudara-saudaraku tersayang yang 

selalu memberi dorongan 

❖ Tata yang aku sayangi yang selalu 

setia menemaniku 

❖ Sahabat-sahabat dan teman-temanku 

yang selal u mendukung. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu' alaikum Wr. Wb 

Dengan segala kerendahan hati, peneliti memanjatkan puji syukur kehadirat 

Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti mendapat 

kekuatan untuk dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul 

"PERMASALAHAN PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR NON MIGAS PADA 

PT. EMKL WAHYU MANDIRI SEMARANG DITINJAU DARI HOKUM 

PERDATA INTERNASIONAL". 

Penulisan ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, untuk itu 

penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 

I .  Bapak Dr. dr. H.M Rofiq Anwar, Sp. Pa, selaku Rektor Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

2. Bapak H. Gunarto, SH, SE. Akt. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3 . Bapak dan Ibu Pembantu Dekan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Bapak Faisol Azhari, SH. M.Hum selaku Dosen Wali' di Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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13. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu 

persatu. 

Demi sempuranya penulisan ini kritik dan saran dari semua pihak penulis 

terima dengan senang hati. 

Akhimya semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan kita dari 

mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan sumbangan kepada almamater dan 

bermanfaat bagi masyarakat. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Semarang, September 2004 

Penulis, 

Sunaryo 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perusahaan dewasa ini menghadapi tantangan yang 

semakin berat dengan berubah-ubahnya kondisi sosial - ekonomi dan politik 

yang cepat. Dalam hal ini mereka harus menghadapi persaingan global yang 

semakin ketat, di mana Indonesia sendiri menghadapi perdagangan bebas antar 

negara Asean atau AFT A (Asean Free Trade Agreement) tahun 2003 dan 

globalisasi perekonomian di mana secara ekonomi batas negara-negara di dunia 

akan menjadi semakin kabur, sehingga bermunculan blok-blok perdagangan 

antar negara yang. memungkinkan terjadinya pertukaran barang dan jasa secara 

bebas. 

Persairgan yang semakin ketat, di mana semakin banyak perusahaan 

yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, 

menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi kepada kepuasan 

pelanggan sebagai tujuan utama. Keadaan ini tampak dari banyaknya perusahaan 

yang menyertakan komitmennya terhadap kepuasan pelanggan dalam pemyataan 
I misi, tujuan dan iklan. Selain itu banyak perusahaan yang menyadari bahwa 

kepuasan pelanggan merupakan suatu tuntutan dari konsumen sehingga 

perusahaan mau' tidak mau hams memberikan atau mewujudkannya dengan 

berbagai macam strategi agar dapat mempertahankan pelanggan. 

1 



diperlukan suatu peraturan yang mengatur tentang kegiatan ekonomi antar 

negara, yang lebih dikenal dengan nama Hukum Ekonomi Intemasional (HEI). 

Kajian HEI pada saat sekarang ini semakin penting. Perkembangan 

bidang hukum ini mungkin paling progresif dibandingkan dengan bidang-bidang 

hukum lain. Peranannya pun sekarang ini semakin sentral seiring dengan arus 

globalisasi ( ekonomi) yang cepat. Disamping itu, kemajuan teknologi dan 

komunikasi mengakibatkan aktivitas ekonomi dan perdagangan tidak lagi 

terbatas oleh batas-batas wi1ayah suatu negara. Fenomena-fenomena 

regionalisme yang terjadi di berbagai belahan dunia dewasa ini seperti ASEAN 

atau Uni Eropa juga semakin mengurangi batasan-batasan tersebut. 

Dengan kata lain, batas-batas negara pada taraf tertentu menjadi relatif 

tidak terlalu signifikan. Contoh yang nyata tampak pada kecendenmgan praktek 

di antara negara , anggota Uni Eropa. Selain itu kekuatan teori-teori mengenai 

prinsip kedaulatan dan persamaan negara telah berkurang semetara Indonesia 

adalah negara berdaulat, ia bebas menerapkan kebijakan-kebijakan guna 

mengatur sistem ekonomi, politik, hukum dan Iain-lainnya di dalam negaranya. 

Fenomena di atas sebagian besar diwamai oleh semakin meningkatnya 

saling ketergantungan ekonomi di dunia. Ketergantungan ini disebabkan karena 

bervariasinya sumber-sumber alam atau faktor-faktor dominan lainnya seperti 

jurnlah penduduk, teknologi atau ekonomi antara negara yang satu dengan yang 

lainnya. 
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Masalah utama dari faktor-faktor di atas adalah adanya perbedaan tingkat 

ekonomi dan teknologi diantara negara-negara di dunia. Perbedaan ini sedikit 

banyak mempengaruhi hubungan-hubungan antar negara, terutama apabila satu 

negara yang telah maju ( dengan memiliki kemampuan teknologi, ekonomi 

bahkan militer yang kuat) sedangkan negara lainnya tidak atau kurang memiliki 

kemampuan-kemampuan dalam bidang tersebut. Dalam situasi yang sedemikian 

rupa inilah Hukum Intemasional (HI) dan HEI memainkan peranannya dalam 

I 

melindungi para pihak, terutama yang lemah, agar hubungan tersebut adil. Peran 

utama HEI di sini sangat penting yaitu untuk membatasi atau mengatur agar 

tindakan-tindakan suatu negara tidak merugikan kepentingan-kepentingan negara 

lain atau kepentingan warga negaranya. 

Telah dapat diketahui bahwa peran HEI memang sangat penting dalam 

menjaga hubungan antar negara akan tetapi masih banyak sarjana-sarjana HEI 

: 
dewasa ini yang belum sepakat mengenai batasan atau definisi mengenai bidang 

hukum ini, dikarenakan sangat luasnya ruang lingkup serta subyek HEI. 

Menurut Huala Adolf ( 1 9 9 8 :  5) menyebutkan bahwa pengertian dari 

Hukum Ekonomi Interasional (HEI) adalah semua subjek hukum yang memiliki 

unsur internasional dan unsur ekonomi ' .  Dari pengertian tersebut mengandung 

arti bahwa tidak adanya kaitan yang khusus antara HEI dengan HI (Publik) dan 

yang dimaksud : dengan subjek hukum disini adalah semua bi dang hukum 

(termasuk pula didalamnya HI (Publik), Hukum Publik, Hukum Perdata, dan lain 

' Huala Adolf. Hukum Ekonomi Internasional. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1998. hal. 5 
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lain) sepanjang I mengatur aspek-aspek ekonomi baik yang sifatnya nasional 

maupun intemasional. Namun demikian, perlu untuk diketahui bahwa HI 

(Publik) sangat erat kaitannya dengan pembahasan istilah dan pengertian Hukum 

Perdata Internasional (HPI) karena sama-sama menyebut internasional dan 

keduanya juga seringkali dipertentangkan. 

Pengertian Hukum Perdata Intemasional (HPI) adalah keseluruhan kaidah 

dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas suatu 

negara (Mochtar Kusumaatmadja, 1 9 9 0 :  1 .  Dengan kata lain HPI merupakan 

hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku hukum yang 

masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda. Adapun 

pengertian HI (Publik) adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang 

mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara yang bukan 

bersifat perdata. 

Dari pengertian tentang HPI dan HI (Publik) di atas, terdapat perbedaan 

yang terletak pada sifat hukum hubungan atau persoalan yang diaturnya 

(objeknya). Sumber hukum HPI adalah hukum nasional dan istilah internasional 
I 

merujuk pada fakta-faktanya atau materinya yaitu hubungan-hubungan atau 

peristiwa-peristiwa yang bersifat melintasi batas negara. Pennasalahan utama 

yang dibahas dalam HPI adalah hukum yang harus diberlakukan dalam suatu 

perkara yang mengandung elemen asing ( choice of law), kewenangan pengadilan 

2 

Mochtar Kusumaatmadja. Pengantar Hukum Internasional. Bina Cipta. Bandung. 1990. hal. 1 
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yang mengadili perkara (jurisdiction), serta pengakuan dan pelaksanaan putusan 

peradilan asing (recognition and enforcement of foreign judgement). 

Dari pengertian dan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa 

apabila dalam suatu perkara atau pennasalahan mengandung unsur asing di 

dalamnya clan berkaitan dengan subjek hukum berupa individu maupun 

organisasi maka masuk dalam lingkup HPI. Dengan kata lain dapat dikatakan 

bahwa pennasalahan yang ada dalam HPI mengatur perorangan maupun 

organisasi yang didalamnya mengandung unsur asing, artinya seseorang atau 

sebuah organisasi yang menjalin hubungan / bertautan dengan seseorang atau 

organisasi asing diatur dalam HPI, seperti misalnya perusahaan yang 

mengadakan perjanjian kontrak jual beli dengan perusahaan lain di luar negeri. 

Dalam penelitian ini objeknya adalah PT. EMKL W ahyu Mandiri yang 

didirikan bersama-sama oleh Bapak Tri Budoyo, Ibu Sri Moningsih dan Bapak 

Sudarsono di Semarang pada tanggal 24 Januari 2002, mempunyai tujuan 

menyelenggarakan jasa ekspedisi muatan kapal laut, dimana perseroan ini dapat 

membuka cabang atau perwakilan di tempat lain baik di dalam maupun di Iuar 

negeri dengan persetujuan Direksi. 

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. EMKL Wahyu Mandiri meliputi 

pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan yang menyangkut penerimaan atau 

penyerahan muatan yang diangkut melalui lautan untuk diserahkan kepada 

penerima. Selain itu, PT. EMKL Wahyu Mandiri juga menangani pekerjaan 

ekspor impor non migas. Bidang usaha ini mengharuskan pihak perusahaan 
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untuk mengadakan perjanjian kontrak dengan perusahaan lain di luar negeri, 

sehingga segala permasalahan dari pelaksanaan perjanjian kontrak ini termasuk 

dalam ruang lingkup HPI sebab mengandung unsur asing. 

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1233 KUH. Perdata bahwa tiap-tiap 

perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Pasal 

1 3 1 3  KUH. Perdata juga menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lain atau lebih. Dari kedua pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa suatu 

perikatan atau perjanjian merupakan suatu perbuatan baik satu orang atau lebih 

yang mengikatkan dirinya dengan orang lain atau lebih berdasarkan persetujuan 

dan apabila dalam perjanjian tersebut mengandung unsur asing maka tennasuk 

dalam pennasalahan HPI. 

Kemudian dalam Pasal 1239 KUH. Perdata disebutkan bahwa tiap-tiap 

perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si 

berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam 

kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Dalam Pasal 1243 

KUH. Perdata juga disebutkan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak 

dipenuhinya suatu perik:atan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, 

setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika 
I 

sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat 

dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Dari kedua pasal tersebut 

dapat dijelaskan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga wajib dibayarkan oleh 

7 



si berutang karena ia lalai, melampaui tenggang waktu yang ditetapkan atau 

bahkan tidak memenuhi perikatan karena hal ini tennasuk dalam perbuatan 

melawan hukum. 

Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) menurut M.A Moegani 

Djojodirdjo ( 1979 :26)'  adalah suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan 

dengan hak orang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau 

bertentangan dengan kesusilaan yang baik maupun pergaulan hidup terhadap 

orang lain atau benda, sedang barang siapa karena kesalahannya sebagai akibat 

perbuatan tersebut telah rnendatangkan kerugian kepada orang lain maka 

berkewajiban membayar ganti rugi. 

Di dalam Pasal 1365 KUH. Perdata yang biasa disebut pasal tentang 

perbuatan melawan hukum tidak merumuskan arti perbuatan melawan hukum, 

melainkan hanya mengemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu 

perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut 

Pasal 1365 tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah : adanya perbuatan melawan 

hukum dari tergugat, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya, dan 

adanya kerugian yang diderita penggugat sebagai akibat kesalahan tersebut. 

Istilah perbuatan melanggar hukum juga dikenal dalam HPI yang mengandung 

• MA. Moegni Djojodirdjo. Perbuatan Melawan Hukum. Pradnya Paramita. Jakarta. 1979. 
hal. 26. 
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maksud perbuatan yang dengan sengaja melanggar hukum, melakukan kesalahan 

dan melakukan kelalaian (Sudargo Gautama, 1 9 9 8 :  1 16)°  

Dari penjelasan dan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa perjanjian 

kontrak ekspor impor non migas yang dilakukan oleh PT. EMKL W ahyu 

Mandiri Semarang dengan Pihak Kedua dan segala pennasalahan yang timbul 

dari pelaksanaan perjanjian tersebut termasuk dalam ruang lingkup HPI karena 

mengandung unsur asing. Selain itu juga dapat dijelaskan bahwa apabila salah 

satu pihak melakukan kealpaan atau lalai, melampaui tenggang waktu yang 

ditetapkan atau bahkan tidak memenuhi perjanjian maka termasuk dalam unsur 

perbuatan melawan hukum (Pasa.1 1365 KUP. Perdata) dan wajib membayar 

biaya, ganti rugi dan bunga (sesuai dengan Pasal 1239 dan 1243 KUH. Perdata). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini diambil 

judul "PERMASALAHAN PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR NON MIGAS 

PADA PT. EMKL WAHYU MANDIRI SEMARANG DITINJAU DARI 

HUKUMPERDATA INTERNASIONAL ". 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk membatasi 

pembahasan agar tidak keluar dari permasalahan yang akan dibahas atau tidak 

meluas. Dalam hal ini pennasalahan dibatasi pada pengertian perbuatan melawan 

Sudargo Gautama. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Bina Cipta. Bandung.1 998. 
hal 1 1 6 .  
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hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ekspor-impor non migas 

yangditangani oleh PT. EMKL WahyuMandiri. 

Batasan ini sangat penting mengingat objek penelitian yaitu PT. EMKL 

Wahyu Mandiri menangani pekerjaan ekspor-impor non migas, di mana bidang 

usaha ini mengharuskan pihak perusahaan untuk berhubungan dengan perusahaan 

lain di luar negeri. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1 .  Bagaimana bentuk perjanjian kontrak ekspor-impor non migas pada PT. 

EMKL Wahyu Mandiri ? 

2. Bagaimana penerapan perjanjian kontrak ekspor-impor non migas pada PT. 
EMKL Wahyu Mandiri ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Internasional ? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui bentuk perjanjian kontrak ekspo+impor non migas 

pada PT. EMKL Wahyu Mandiri. 
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b. Untuk menganalisis penerapan perjanjian kontrak ekspor-impor non 

migas pada PT. EMKL Wahyu Mandiri ditinjau dari Kitab Undang 

Undang Hukum Perdata Intemasioanl. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah : 
I 

a. Kegunaan Teoritis, sebagai tambahan pengetahuan bagi Fakultas dalam 

bidang Hukum Perdata Internasional mengenai bentuk perjanjian kontrak. 
I 

b. Kegunaan Praktis, sebagai bahan masukan bagi PT. EMKL Wahyu 

Mandiri dan peneliti lain yang akan mengadakan penelitian dalam bidang 
I 

yang sama. 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. EM.KL Wahyu Mandiri Semarang yang 

merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dibidang jasa ekspedisi muatan 

kapal laut. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. EMKL Wahyu Mandiri 

meliputi pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan yang menyangkut 

penerimaan atau penyerahan muatan yang diangkut melalui lautan untuk 

diserahkan kepada penerima. 
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2. Sumber Dahan Hukum 

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

a. Bahan Hukum Primer 

Merupakan bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari 

sumbemnya, terutama mengenai perjanjian kontrak ekspor impor yang 

dilakukan oleh pihak PT. EMKL Wahyu Mandiri dengan pihak kedua 

sebagai bahan hukum utama. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Merupakan bahan hukum yang diperoleh secara tidak langsung, baik 

berupa keterangan-keterangan maupun literatur-literatur, Undang-undang 

dan sebagainya yang berkaitan dengan Hukum Perdata Intemasional 

khususnya mengenai pelaksanaan ekspor impor yang sifatnya melengkapi 

atau mendukung. 

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

a. Wawancara (interview) 

Adapun yang dimaksud dengan interview atau wawancara adalah teknik 

pengumpulan bahan hukum dengan melakukan tanya jawab sepihak yang 

dikerjakan dengan sistematis clan berlandaskan pada tujuan penelitian. 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan di kantor PT. EMKL W ahyu 
I 

Mandiri Semarang dengan Direktur PT. EMKL Wahyu Mandiri 

Semarang. 
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b. Studi Pustaka (Library Research) 

Merpakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca 

buku-buku atau literatur yang relevan dengan judul yang diambil. Teknik 

ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan teoritis yang kuat 
I 

sehingga dapat diterapkan pada PT. EMKL Wahyu I Mandiri yang 
diselidiki menuju pada problem dan kesimpulan. 

4. Metode Analisis Bahan Hukum 

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode 
I 

i 

kualitatif yaitu metode analisis dengan menggunakan / bahasa verbal 

berdasarkan tabulasi bahan hukum penelitian yang dihubungkan dengan teori 

yang ada dan dimaksudkan untuk memperjelas basil perhitungan kuantitatif. 

Metode analisis ini dinyatakan dalam bentuk uraian yaitu yang terkait dengan 

bentuk perjanjian kontrak pada PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang. Selain 

itu, dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analilis yaitu metode 
I 

! 

penelitian untuk membuat suatu gambaran mengenai situasi atau kejadian 

kemudian menganalisisnya. Adapun penelitian mt dilakukan dengan 
I 

mengambil objek pada PT. EMKL Wahyu Mandiri Semarang. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh basil yang maksimal, maka penyusunan penulisan 

hukum ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi menjadi sub-sub 

I bab sebagai berikut : I 

I 
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PENDAHULUAN 

Dalam bah ini akan dijabarkan mengenai alasan-alasan yang melatar 

belakangi penelitian, pembatasan masalah, perumusan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan diuraikan mengenai pengertian HPI, masalah-masalah 

pokok HPI, ruang lingkup HPI, pengertian perbuatan melawan hukum, 

perbuatan melawan hukum dalam HPI, hukum yang berlaku dalam 

kontrak dagang intemasional serta beberapa pilihan hukum. 

BAB III HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini dibahas tentang bentuk perjanjian kontrak ekspor-impor 

non migas pada PT. EMKL Wahyu Mandiri dan mengenai penerapan 

perjanjian kontrak ekspor-impor non migas pada PT. EMKL Wahyu 

Mandiri ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Intemasional . 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti berkaitan dengan basil pembahasan penelitian. 

14 

BABI 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hokum Perdata lnternasional 

1. Pengertian Hokum Perdata Internasional 

Pembahasan istilah dan pengertian Hukum Perdata Internasional erat 
I 

kaitannya dengan istilah dan perkembangan Hukum Internasional (Publik) 
karena selain sama-sama menyebut intenasional, keduanya juga seringkali 

dipertentangkan, yakni antara Hukum Publik dan Hukum Perdata. 
Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Perdata Internasional 

I 

adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata 
yang melintasi batas negara. Dengan kata lain Hukum Perdata Intemasional 

adalah hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku hukum 
I 

yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda°. 

Adapun pengertian HI (Publik) adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum 

yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas patas negara yang 
bukan bersifat perdata. 

Dari pengertian tentang Hukum Perdata lntemasional clan HI (Publik) 
' 

di atas, terdapat perbedaan yang terletak pada sifat hukum hubungan atau 

persoalan yang diatumya (objeknya). Sumber huk, Hukum Perdata 

Intemasional adalah hukum nasional dan istilah internasional merujuk pada 
I 

° Mochtar Kusumaatmadja. Pengantar Hukum Internaslonal. Binacipta. Bandung. I 990. hal. 1 
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fakta-faktanya atau materinya yaitu hubungan-hubungan atau peristiwa 
, ' 

I 

peristiwa yang. bersifat melintasi batas negara. Pennasalahan utama yang 

dibahas dalam Hukum Perdata Internasional adalah, hukum yang harus 

diberlakukan dalam suatu perkara yang mengandung elemen asing (choice of 

law), kewenangan pengadilan yang mengadili perkara (jurisdiction), serta 

pengakuan dan pelaksanaan putusan peradilan asing (recognition and 
I 

enforcement of foreign judgement). 

Sementara itu, menurut R.H Graverson (dalam Bayu Seto), Hukum 
I 

Perdata Internasional merupakan bidang hukum yang berkaitan dengan 

perkara-perkara yang didalamnya mengandung fakta yang relevan yang 
I 

' ! 

berhubungan dengan suatu sistem hukum lain, baik karena teritorialnya atau 

personalitasnya yang dapat menimbulkan masalah perberlakuan hukum 

sendiri atau hukum asing untuk memutuskan perkara atau menimbulkan 

masalah pelaksanaan yuridiksi pengadilan sendiri atau asing'. 

Selain itu, Sudargo Gautama mendefinisikan Hukum Perdata 

Intemasional sebagai suatu keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang 

menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang 

merupakan hukum, jika hubungan-hubungan atau peristiwa antara warga 

negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan 

I 

7 Bayu Seto. Dasar-Dasar Hukum Perdata Jntemasional. Citra Aditya/Bakti. Bandung. 1992. 
hal.4 
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stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih 'negara yang berbeda 

dalam lingkungan kuasa tempat, pribadi dan soal-soal. 

Dari beberapa pengertian mengenai Hukum Perdata Internasional di 

atas, maka dapat dikatakan bahwa Hukum Perdata Internasional adalah asas 

dan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pelaku hukum yang satu 

dengan yang lain dimana hubungan ini melintasi batas negara (hukum perdata 

yang berbeda). 

• Dari pengertian dan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa 
I 

apabila dalam suatu perkara atau permasalahan mengandung unsur asing di 

dalamnya dan berkaitan dengan subjek hukum berupa individu maupun 

organisasi maka masuk dalam lingkup Hukum Perdata Internasional. Dengan 

kata lain dapat dikatakan bahwa permasalahan yang ada dalam Hukum 

Perdata lnternasional mengatur perorangan maupun organisasi yang 

didalamnya mengandung unsur asing, artinya seseorang atau sebuah 

organisasi yang menjalin hubungan / bertautan dengan seseorang atau 

organisasi asing diatur dalam Hukum Perdata Internasional, seperti misalnya 

perusahaan yang mengadakan perjanjian kontrak jual beli dengan perusahaan 

lain di luar negeri. 

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek adalah PT. EMKL Wahyu 
j 

Mandiri di mana bidang usahanya meliputi pengurusan dokumen-dokumen 

I 
Sudargo Gautama. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Badan Pembinaan Hukum 
Nasional. Binacipta. Bandung. 1987. hal. 21  I  

I  
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dan pekerjaan yang menyangkut penerimaan atau penyerahan muatan yang 

diangkut melalui lautan untuk diserahkan kepada penerima. Selain itu, PT. 

EMKL Wahyu Mandiri juga menangani pekerjaan ekspor impor non migas. 
' 

Bidang usaha ini mengharuskan pihak perusahaan untuk mengadakan 

perjanjian kontrak dengan perusahaan lain di luar negeri, sehingga segala 

permasalahan dari pelaksanaan perjanjian kontrak ini termasuk dalam ruang 

lingkup Hukum Perdata Intemasional sebab mengandung unsur asing. 

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1233 KUH. Perdata bahwa tiap 

tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang 

undang. Pasal 1313 KUH. Perdata juga menyebutkan bahwa suatu perjanjian 
I 

I adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari kedua pasal tersebut dapat 

dijelaskan bahwa suatu perikatan atau perjanjian merupakan suatu perbuatan 

baik satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya dengan orang lain atau 

lebih berdasarkan persetujuan dan apabila dalam perjanjian tersebut 
mengandung unsur asing maka termasuk dalam permasalahan Hukum Perdata 
Intemasional. 

2. Masalah-masalah Pokok Hokum Perdata Internasional 

Perkembangan Hukum Perdata Internasional didasarkan pada 
. I 

kenyataan adanya koeksistensi dari berbagai sistem hukum di dunia yang 
sederajat. Namun ada kalanya terjadi peristiwa-peristiwa hukum yang 

! 
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menunjukkan adanya kaitan atau relevansi dengan lebih dari satu systen 

hukum negara-negara. Keadaan inilah yang memberikan dimens 

internasional terhadap peristiwa-peristiwa hukum tersebut sehingga bil 
. ' 

dikaitkan dengan Hukum Perdata Internasional maka selalu menimbulka 

masalah-masalah pokok dalam Hukum Perdata Internasional, yaitu: 

a. Hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang menyelesaika 
I 

pennasalahan yang mengandung unsur asing. 

b. Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur dan ata 

menyelesaikan persoalan. 

c. Sejauh mana suatu peradilan harus memperhatikan dan mengakui putusan 

putusan hakim asing dan atau mengakui hak-hak atau kewajiban yang 

terbit berdasarkan hukum asing. 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh David D. Siegel" bahw: 

permasalahan utama Hukum Perdata Internasional adalah : 

a. Hukum yang harus diberlakukan dalam suatu perkara yang mengandung 

elemen asing (choice of law). 

b. Kewenangan pengadilan yang mengadili perkara tersebut (jurisdiction) 
i 

c. Pengakuan dan pelaksanaan putusan peradilan asing (recognilion ana 

enforcement of foreign judgement) 

Bayu Seto. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1992. 
hal. 1 1.  

"David D, Siegel. Conflicts. West Publishing Co. St. Paul.Minn. 1982. hal. 2 
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Masalah - masalah tersebut di atas dapat muncul dikarenakan 

cakupan Hukum Perdata Internasional yang melintasi batas negara (hukum 

perdata yang berbeda-beda) sehingga harus ditentukan hukum perdata 

manakah yang berhak dilaksanakan untuk menyelesaikan persoalan.. 

Dalam penelitian ini dikarenakan bidang usaha PT. EMKL Wahyu 

Mandiri Semarang adalah ekspor impor non migas yang mengharuskan 

perusahaan membuat perjanjian dengan pihak asing maka permasalahan yang 

akan dibahas adalah hakim atau badan peradilan manakah yang berwenang 

dalam penyelesaian perselisihan serta hukum manakah yang harus 
! 

diberlakukan. 

3. Ruang Lingkup Hokum Perdata lnternasional 

Hukum Perdata Internasional yang tersempit (rechtstoepassingsrecht) 

hanya terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan. Disini yang dibahas 

hanya masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum yang harus 

diberlakukan. 

Hukum Perdata Intemasional yang lebih luas (choice of law) tidak 

hanya terbatas pada persoalan-persoalan confict of law tetapi juga termasuk 

persoalan conflict of law yakni persoalan yang berkaitan dengan kompetensi 

atau wewenang hakim. 
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